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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jaringan aktor dalam Implementasi
Kebijkan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu
Satu Pintu Kota Palembang. Teori yang digunakan peneliti adalah Teori Katz, dimana
terbagi menjadi dua dimensi yaitu aktor dan jaringan aktor. Pada indikator aktor terdapat
aktor manusia, aktor bukan manusia, dan aktor pengendali. Sedangkan indikator jaringan
aktor adalah ikatan komunikasi, ikatan formal, ikatan materi atau alur kerja, ikatan afektif
dan ikatan kognitif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan
observasi. Adapun permasalahan yang terjadi adalah pembuatan surat Izin Mendirikan
Bangunan masih melebihi batas waktu pelayanan. Hasil penelitian memunculkan sebanyak
12 aktor yang terdiri dari S human actor, 5 non human actor dan 3 diantaranya adalah
actants, terhubung oleh ikatan komunikasi, ikatan formal, ikatan materi, ikatan afektif serta
ikatan kognitif sehingga membentuk jaringan aktor. Dari lima ikatan tersebut, ikatan
formal memiliki peran paling kuat untuk mencapai tujuan Implementasi Izin Mendirikan
Bangunan. Pembentukan jaringan aktor dalam Implementasi Izin Mendirikan Bangunan
belum sepenuhnya sesuai dengan amanat peraturan daerah. Kondisi ini dipengaruhi oleh
kinerja dan koordinasi yang tidak berjalan dengan baik. Sehingga perlu adanya peraturan
baru pada kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palembang.

Kata Kunci: Aktor, Kebijakan, Izin Mendirikan Bangunan
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ABSTRACT

This study aims to identify the network of actors in the Implementation of
Building Construction Permit Policy in Palembang's Investment and Integrated One-Door
Service. The theory used by researchers is Katz Theory, which is divided into two
dimensions, namely actors and network actors. In the actor indicators there are human
actors, non-human actors, and controlling actors. While the actor network indicator is a
bond of formal bond communication, material bond or workflow, affective ties and
cognitive bonds. This research uses descriptive qualitative method, while data collection
uses in-depth interviewing, documentation, and observation techniques. As for the
problems that occur is the making of Building Permit letters still exceed the service
deadline. The results of the study revealed 12 actors consisting of 5 human actors, 5 non
human actors and 3 of them were actants, connected by communication ties, formal ties,
material ties, affective ties and cognitive bonds that Jormed a network of actors. Of the five
bonds, formal ties have the strongest role in achieving the objectives of Building
Construction Permits. The establishment of actor networks in the Implementation of
Building Construction Permits is not yet fully in accordance with the mandate of regional
regulations. This condition is influenced by performance and coordination that do not
work well. So there is a need for new regulations on the Building Construction Permit
policy in Palembang City.

Keywords: Actors, Policy, Building Construction Permits
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Birokrasi yang awalnya menjadi mesin perubahan yang mempunyai struktur
organisasi unggul, kini justru menjadi momok. Banyak kegagalan kebijakan publik terutama
di negara-negara berkembang terjadi karena kesalahan-kesalahan birokrasi. Birokrasi yang
terlalu gemuk dan hierarkis telah menghambat kreativitas orang, praktik korupsi, dan lain
sebagainya (Winarno, 2016:316). Berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh birokrasi
tersebut merupakan serangkaian permasalahan yang ada dalam tubuh birokrasi baik di pusat
maupun di daerah-daerah.Khususnya bagi otonomi daerah yang semula diharapkan untuk
lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat agar pelayanan yang diberikan semakin
baik, justru pada kenyataannya tujuan tersebut belum mampu dijalankan dengan baik, yang
terjadi kebijakan-kebijakan daerah tumpul di tengah jalan yang berakibat semakin jeleknya
pelayanan publik.

Hakikat administrasi publik menurut Keban (2004), Administrasi publik lebih
berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan
legislatif. Administrasi publik berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan
publik. Administrasi publik berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja
sama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah. Meski berbeda dengan administrasi swasta
tetapi administrasi publik overlapping dengan administrasi swasta. Administrasi Publik
diarahkan untuk menghasilkan barang dan jasa publik. Administrasi publik memiliki aspek

teoritis dan praktis.



Proses pada sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk
memformulasikan, mengimplemetasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan
dalam kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang
ditujukan untuk mengatur “public affair” dan melaksanakan berbagai tugas yang telah
ditetapkan. Sebagai suatu disiplin ilmu, menurut Chandler dan Plano (Keban, 2004)
administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-
perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik
Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa.
Dewasa ini masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik,
sehingga substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh
kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan. Pada penyelenggaraan pelayanan
publik orientasi kekuasaan yang sangat kuat, keadaan yang semacam ini menyebabkan
birokrasi semakin jauh dari misi utamanya untuk memberikan pelayanan publik sehingga
pejabat birokrasi lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai pelayan atau
abdi masyarakat (server/provider) (Tarigan, 2003:58).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan publik adalah kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan
publik merupakan bagian yang penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelayanan

ini wajib diberikan seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945



bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah merupakan aktor yang berperan sebagai penyedia dan penyelenggara layanan.
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan fungsi dari pemerintah selain distribusi,
regulasi, dan proteksi dimana hal tersebut merupakan aktualisasi riil kontrak sosial dengan
masyarakat. Pemerintah secara mutlak memiliki tanggung jawab untuk memberikan
pelayanan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pelayanan berupa bentuk
pelayanan administratif, pelayanan barang maupun jasa. Hakikat pelayan publik adalah
pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban
aparatur negara sebagai abdi masyarakat (Tarigan, 2003:58).

Menurut AG. Subarsono (Dwiyanto, 2005: 141) pelayanan publik didefinisikan
sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi
kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang
membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan KTP, akta
nikah, akta kematian, izin mendirikan bangunan, sertifikat. Tuntutan masyarakat akan
perubahan pelayanan publik memaksa Pemerintah harus berupaya keras untuk melakukan
perubahan terhadap kualitas pelayanan. Penyebabnya adalah masyarakat sering dikecewakan
pada kualitas pelayanan yang kurang maksimal serta partisipasi masyarakat yang rendah.
Masalah yang selama ini menjadi sorotan adalah upaya pemerintah memaksimalkan fasilitas
terhadap pengaduan dan penyelesaian masalah rendahnya kualitas penyelenggaraan
pelayanan publik di berbagai instansi. Kenyataan yang ada mengisyaratkan hal yang kurang
melegakan, hal tersebut terkait dengan kepuasan masyarakat yang belum terpenuhi dengan

kata lain pelayanan yang diberikan selama ini masih belum memenuhi harapan pelanggan



atau masyarakat, bahkan seringkali terjadi mal-pelayanan, dimana masih banyak dirasakan
kelemahan-kelemahan yang dampaknya sering merugikan masyarakat (Widodo, 2000).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau one stop service merupakan salah satu upaya
perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pelayanan, karena selama ini proses
pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dinilai masih berbelit-belit, tidak transparan, tidak
ada kejelasan besarnya biaya dan kepastian dalam proses dan penyelesaian, lokasi atau
tempat pelayanan yang tersebar dan adanya biaya lebih yang dikeluarkan. Sehingga dari
permasalahan tersebut, pemerintah mengambil sebuah langkah kebijakan penyederhanaan
pelaksanaan pelayanan dengan membentuk lembaga Unit Pelayanan Terpadu (UPT),
sebagaimana pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang menerima pelimpahan sebagian wewenang di bidang perizinan dan non
perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang
mempunyai wewenang atas pelayanan sebanyak 51 jenis pelayanan yang terdiri dari
pelayanan perizinan dan non perizinan. Salah satu pelayanan perizinan yang dilakukan
adalah perizinan atas izin mendirikan bangunan.

Dari sekian banyak pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah
kabupaten/kota, diantaranya adalah pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB). Memiliki
IMB merupakan hal yang sangat penting. Sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5
Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dijelaskan bahwa izin mendirikan bangunan
adalah izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota, yang meliputi
bangunan berupa gedung, non gedung, menara dan konstruksi reklame. Bila tidak memiliki

IMB, maka bangunan yang didirikan dianggap bangunan liar dan tidak resmi. Oleh



karenanya, pemerintah daerah berhak untuk menghentikan proses pembangunan tersebut dan
jika bangunan tersebut telah didirikan, tetapi tidak memiliki IMB, maka pemerintah daerah
pun berhak untuk merobohkan bangunan tersebut. Berdasarkan pada Peraturan Walikota
Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang,
dikatakan bahwa; Kepala Kantor, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Tim Teknis dan
Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam
lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Unit Kerja dalam lingkungan Pemerintah
Kota.

Dalam proses pelayanan pemberian lIzin Mendirikan Bangunan (IMB) ini masih
banyak terdapat kendala yang sering ditemui antara kurang disiplin terhadap waktu kerja,
misal pegawai ada yang datang terlambat, pelayanan yang berbelit-belit serta kurangnya
tenaga ahli yang ditempatkan sehingga masyarakat sebagai objek ataupun pihak yang
memperoleh pelayanan merasa tidak puas. Masalah yang peneliti peroleh dari observasi
sementara adalah kekecewaan yang dialami oleh masyarakat mengenai kecepatan dan
ketepatan dalam memberikan layanan dikarenakan letak Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas terkait tidak berada di satu pintu atau satu
tempat. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan
pelayanan terpadu adalah kegiatan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan
sampai pada tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Namun, dalam

pelayanan pembuatan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang, dinas terkait yaitu Dinas Tata Kota yang
bertindak sebagai tim teknis pada pembuatan izin mendirikan bangunan Kota Palembang
tidak berada di satu tempat pelayanan. Sehingga pemohon izin mendirikan bangunan
terpaksa harus mendatangi dua tempat yang berbeda untuk mendapatkan pelayanan.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan izin mendirikan bangunan, letak tim
teknis pembuatan izin mendirikan bangunan tidak berada dalam satu tempat pelayanan.
Berbeda dengan pembuatan izin lain, seperti izin trayek yang tim teknisnya berada di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri. Itu artinya pelaksanaan
pembuatan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang
proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai pada tahap terbitnya dokumen

dilakukan dalam satu tempat.

Beberapa masalah yang lain juga terjadi dalam pembuatan izin mendirikan bangunan.
Ketika pengurusan pembuatan izin mendirikan bangunan masih melebihi batas waktu yang
telah ditentukan. Karena dalam pembuatan izin mendirikan bangunan antara Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang dengan
Dinas Tata Kota sebagai salah satu aktor implementasi memiliki jenis ketergantungan yang
berurutan, yang artinya Dinas Tata Kota harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu
sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
Palembang dapat bekerja, jika pekerjaan di Dinas Tata Kota terhambat maka pekerjaan di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang

juga terhambat.



Permasalahan yang timbul jika berkas pemohon pembuatan izin mendirikan bangunan
bisa terhambat di Dinas Tata Kota, otomatis pembuatan izin mendirikan bangunan akan
mengalami keterlambatan. Adanya keterlambatan berkas pembuatan izin mendirikan
bangunan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya rekapitulasi mengenai berkas terhambat
dan belum selesai yang didapat dari sistem penyimpanan arsip Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi 1zin Mendirikan Bangunan Tahun 2017

Masuk Selesai
No Bulan Pemohon IMB | Sesuai Sop | Terlambat
1 Januari 109 58 51
2 Februari 91 37 54
3 Maret 103 54 49
4 April 134 40 94
5 Mei 80 25 55
6 Juni 114 55 59
7 Juli 58 31 27
8 Agustus 64 21 43
9 | September 49 2 47
10 Oktober 83 35 48
11 | November 45 40 5
12 | Desember 17 1 16
Jumlah 947 399 548

Sumber : Diolah penulis dari arsip DPMPTSP Kota Palembang tahun 2018

Berdasarkan pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah pemohon yang masuk
terhitung pada tahun 2018 adalah sebanyak 947 pemohon. Dari 947 pemohon tersebut, izin
mendirikan bangunan yang dapat diselesaikan sesuai dengan standar operasional prosedur

adalah sebanyak 399 atau 42% pemohon, kemudian ada sebanyak 548 atau 58% izin



mendirikan bangunan yang penerbitannya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur
atau melebihi batas waktu pelayanan. Keterlambatan dalam pembuatan izin mendirikan
bangunan ini ada yang mencapai waktu selama 151 hari dengan status menunggu hasil survei
dan penetapan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota untuk dikirimkan ke Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaPalembang. Lamanya waktu

keterlambatan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

=y
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Gambar 1.1 Rekapitulasi 1zin Mendirikan Bangunan Terlambat
Sumber : Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIPPERI) DPMPTSP Kota Palembang.

Berdasarkan pada gambar 1.1, dapat dilihat bahwa adanya keterlambatan pelayanan
pembuatan izin mendirikan bangunan yang mencapai 151 hari, dengan waktu mulai pada
tanggal 16 Maret 2017 dengan posisi berkas di Dinas Tata Kota dengan status berkas
melakukan survei dan penetapan retribusi. Kemudian pada tanggal 11 Juli 2017 berkas

dikirim ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota



Palembang untuk dilakukan pemeriksaan, paraf dan cetak surat perintah membayar (SPM).
Jika dilihat pada standar operasional prosedur pembuatan izin mendirikan bangunan, waktu
yang telah ditentukan untuk pelayanan atau pelaksanaan survey adalah selama 60 menit dan
untuk waktu penetapan retribusi adalah 45 menit. Namun dilapangan, pelaksanaan survey dan

penetapan retribusi ini bisa mencapai 43 hari sampai pada 151 hari lamanya.

Aktor dalam tahapan implementasi terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa
berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, dan diidentifikasi dari kalangan
birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan dan organisasi
komunitas (Anderson, 1979; Lester dan Stewart, 2000 dalam Kusumanegara, 2009:100). Dari
berbagai aktor yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak kelompok yang
berpartisipasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Di samping yang telah
disebutkan di atas bisa juga partai politik dan staf eksekutif juga ikut berpengaruh dalam
pelaksanaan kebijakan. Namun besarnya partisipasi dan kelompok mana yang paling
berpengaruh berbeda-beda dalam suatu kebijakan. Anderson (1979) menyarankan agar kajian
analisis kebijakan seharusnya memfokuskan perhatian untuk menjawab masalah penting
dalam area pelaksanaan kebijakan, yaitu kelompok mana yang paling berpengaruh.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “Analisis Aktor Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Izin Menndirikan Bangunan
di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang”. Penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis aktor implementasi dalam pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan.

1.2 Rumusan Masalah



Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini
adalah “Bagaimana Aktor Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Izin Mendirikan
Bangunan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang?”’
1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah
mendeskripsikan dan menganalisis aktor dalam implementasi Izin Mendirikan Bangunan di

Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Berdasarkan tujuan diatas penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu
pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu administrasi negara khususnya masalah kebijakan
publik.
1.4.2 Manfaat praktis
a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang peran aktor pada
implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Palembang.
Selain itu, melalui penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama
perkuliahan sekaligus dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terkait
implementasi dan sebagai syarat untuk mendapat derajat sarjana pada llmu Administrasi
Negara.
b. Bagi Masyarakat
Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai prosedur dan
mekanisme pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sekaligus memberikan pemahaman

kepada masyarakat tentang budaya pelayanan publik yang seharusnya.



c. Bagi Akademik
Bagi Akademik, usulan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Universitas
Sriwijaya sebagai bahan informasi, referensi, dan kerangka acuan dalam memahami

permasalahan yang sama bagi penelitian selanjutnya.
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